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PERATURAN DAERAH PROPINS! JAMB!
NOMOR 40 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAMN DAN BELANJA DAERAH
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PROPINSI JAMB! TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA
GUBERNUR JAMBI,

pahwa adanya penambahan dan atau pengurangan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dasrah Propinsi Jambi Nomor 21 Tahun 2001
teniang Anggaran Pendapatan d an Relania Daeral Propins: ;"Mlu
Tahun Anqgaran 2002, maka periu diiakukan perubahan Aniggar
Daeran ;

banwa Angjaran- Pendapatan dan gelanja Daerah  Propinsi Ja mb;
Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan denganr Peraturan Daeran sesug

denigan ketentuan Pasal 69 Undang- undang Nomor 22 Tahun 1299,

Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 mntm; Penetapan Undang-
undang Darurat Nomor 1¢ Tahu n 1957 tentang Pembentukan ')a rain-
daerah Swatantra Tingkat | Sumatera Barat, Jambi dan Riau {Lembaran
Negara Tahun 1957 Nomor /5\ sebagai Undang-undang (Lembara
Negara Tahun 1958 Nomor 112);

Undang-undang Nomior 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312} seb: agaimana telah aiubah dengan
Undang-undang Nomer 12 Tahun 1594 (Lembaran Ng

Nommor 62, Tambahan Lembaran Negara '\lo; nor 3685):

gara Tahun 1994
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor < 1, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685} sebagaimanz telah diubah dengan
Undang-undang Nomer 34 Tahur ZOPO teniang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Ne 2gara Tahun 2000 Nomor
248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomaor 21 Tahun 1997 i ertang Be
Tenan dan Bangunan (Lembaran Negara Tah
Tambahan Lembaran Negara Norsor J685y

ea Ferolehan Hak Atas
wn 1997 Nomor 44

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1‘:)9: Nomor 60, Tembahan Lsmbaran Negara
Nomor 3839): :
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Dekonsentrasi dan  Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4023) :

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65ahun 2001 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4138)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4139); '

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran Negera Tahun 1999 Nomor 70);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-
contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata  Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah :

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang
Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan :

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 juncto Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah

1

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pedoman Pengeiolaan Barang Daerah ;

17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-36% tahun 2001 tentang
Program Pembinaan Anggaren Daeran  dan Peingendalian  Kredit
Anggaran ;

18.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang
Langkah Pertama Fensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

19. Keputusan Mmenteri Dalam Negeii Nomior 203-136 Tahun 1985 tentang
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahar, Anggaran Pendapatan

dan Belanja sebagaimana telah diiubah dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor €03-617.

20. Keputusan ......... ..
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20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang

Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan
Bangunan ;

21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tahun 1987 tentang
FPenggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usana Keuangan Daerah ;

22. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jambi Tahun
Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 27 Ser; D) ;

23.Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jambi Nomor 1

Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Jambi.

24.Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jambi Nomor
23 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rantangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2002

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Propinsi Jambi.

'mperhatikan Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi

Jambi mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2002.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAMBI

MEMUTUSKAN:

netapkan . PERATURAN DAERAH PROPINS!I JAMBI TENTANG PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

(1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002
semula berjumlah  Rp.281.985.139.000,- bertambah menjadi
Rp.133.178.288.000,- sehingga menjadi Rp.415.163.427.000,-

(2). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggarar: 2C02 semula berjumiah
Rp.281.985.139.000,- beartambzh menjadi  Rp.133.178.238.000,-
sehingga menjadi Rp.415.163.427.0C0, - oengan rincian sebagai
berikut : -
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a. Belanja Rutin sebelum Perubahan ... Rp. 211.284.526.000, -

Bertambah ........................... Rp 71.199.156.000,-
~ Belanja Rutin setelah Perubahan ... Rp. 282.483.682.000, -
b. Belanja Pembangunan sebelum
Perubahan .............................. Rp. 70.700.613.000,-
Bertambah ....................... ... .. Rp. 61.979.132.000,-
Belanja Pembangunan setelah
Perubahan Rp. 132.679.745.000,-
Pasal 2

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dimaksud pada Pasal 1 diatas, sebagaimana tertera pada Lampiran |
Peraturan Daerah ini ;

Rincian penambahan/pengurarigan Anggaran Pendapatan dimaksud

pada Pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana tertera pada Lampiran I
Peraturan Daerah ini :

Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Rutin dimaksud pada

Pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana tertera pada Lampiran |l
Peraturan Daerah ini ;

Rincian penambahan/pengurangan  Anggaran Pembangunan

dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana tertera pada
Lampiran IV Peraturan Daerah ini :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Bagian urusan Kas dan Perhitungan Tahun
Anggaran 2002 semula berjumlah Rp.14.997.157.000,- bertambah
berjumlah Rp.587.645.000,- sehingga menjadi Rp.15.584.802.000, -

Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Pendapatan

dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tertera pada
Lampiran V Peraturan Daerah ini :

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Bagian urusan Kas dan Perhitungan Tahun
Anggaran 2002 semula berjumlah Rp.14.997.157.000,- bertambah
berjumlah Rp.587.645.000,- sehingga menjadi Rp.15.584.802.000.-

Rincian penambahan/pengurangan Anggaran belanja dimaksud

pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tertera pada Lampiran VI
Peraturan Daerah ini :



Pasal 5
Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Propinsi'Jambi.

Ditetapkan di  Jambi.
padatanggal 31 Juli 2002

Diundangkan di
pada tanggal

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAMB! TAHUN 2002 NOMOR 12 SERI' A NOMOR 12



)

i
i

)
b
e

:
4
:

B4

SoMOR T " [JOMLAMSEBELUM | JUMLAHSEIELALL
URUT. _ URATAN PERUBAHAN PERUBAIZAN
- RS, S PN
i ; ? S
. IPENDAPATAN ! :
; !
1 BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN | Rp. 4.000.000.000.00 | Rp.  66.709.480.520.4 1 E
- ANGGARAN TAHUN YANG LALU.
|
| 2.iBAGIAN PENDAPATAN ASLIDAERAH |Rp. 81.704.429.000.00 {Rp. 111.000.834.369.59
; | SENDIRI
|
| I a. Pajak Daerah. Rp. 61.238.500.000.00 | Rp §0.500.000.000.00
‘ ‘ b. Retribusi Daerah. Rp. 13.515.929.000.00 | Rp. 17.293.151.000.00 9
i . Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah. Rp. 2.000.000.000.00 | Rp. 2.000.000.000.00
§ ! d. Lain—lain Pendapatan. Rp. 4.,950.000.000.00 | Rp. 11.207.683.369.59
i; P
!
i :i BAGIAN DANA PERIMEANGAN. Rp. 196.280.710.000.00 | Rp. 237.433.112.000.09
|
' ;lw Bagi Hasil Pajak. Rp. 21.164.040.000.00 | Rp. 29.759.362.000.00
: i
| i b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. |Rp. 14.333.366.200.00 | Rp. 25.773.750.000.00
: ;g Dana Alokasi Umurn. Rp. 160.778.304.900.00 | Rp.  181.920.200.000. OO,
| |
j lc. Dana Alokasi Khusus. Rp. = Rp. = I
: : ;
: i %
| :
4., BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH Rp. - Rp. - i
IDAERAH. |
ia. Pinjaman Dari Pemeriniah Pusat. Rp. - Rp. = ]
! b. Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Rp. - Rp. - ,
" Dalawm Neger |
| f
et I U ML A EL Rp. 281.985.139.000. Q_“_EJ;_:__.S:LQ;;:‘:EEJ::
I ¢ S\DOSIABTRKG_S '

BELANIA DALERAILI

TAHUN ANGGAR AN 2002,




L NOMOR: 10 TAHUN 2002 FANGGAL:31 JUL1 2002
OMOR | o - = JUMLAH SEBELUM JUMLAH SETFI.AH
CRGT. CRATLAN PERUBAHAN PERUBAHAN
R 7. TR g 9.
II. BEL A NT A,
Al RUTIN. Rp- 211.284.526.000.00 Rp. 282.483.682.000.00
L., Belanja Pegawai. Rp. 122.531.403.000.0C | Rp. 127.790.301.000.00
2.1 Belanja Barang. Rp. 24.863.661.000.0C | Rp. 38.027.615.000.00
3. Belanja Pemeliharaan. p 8.926.175.000.0C | Rp. 13.459.574.000.00
4.: Belanja Perjalanan Dinas. Rp. 7.084.703.000.00 | Rp. 9.041.455.000.00
5.: Beilanja Lain—lain. Rp. 15.4676.413.000.0C | Rp 22.952.798.000.00
6.. - Angsuran I’mymnn/’[{ut'mg dan Bunga. Rp. = | Rp. -
T : Belanja Pensiun dan Onderstand. Rp. = Rp. -
8. i Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Rp. 8.907.750.200,00 | Rp. 31.738.982.000.00
| ;‘
9.: Pengeluaran Yang Tidak Tenmasuk Rp. 8.102.251.000.20 1 Rp. 19.789.089.000.00
: Bagian Lain. ‘
10. ~ Pengeluaran Tidak Tersangka. Rp. 15.192.170.000.0C | Rp. 19.683.868.000.00
B. ;I’E-.\IBAL\’GUNAN. Rp. 70.700.613.0@0.00‘% Rp. 132.679.745.000.00
’ |
1. Sektor [rdustri. i Rp. 334.965.000.20 | Rp. 701.140.000.00
2. g Sektor Pertanian dan Kehutanan. Rp. 1.677.269.000.20 | Rp. 5.724.389.000.00
3.i Sektor Sumber Daya Air dan [rigasi. Rp. 828.000.000.00 | Rp. 5.393.964.000.00
3.: Sektor Tenaga Keria. | Rp. - Rp. 425.625.000.00
5.; Sektor Perdagangan. Pengembangan Usaha i Rp. 8.981.107.000.00 | Rp. 18 874.781.000.00
: Dacrah, Keuangan Daerah dan Koperasi. ‘ :
6.,Sektor Transportasi. i Rp. 15.494.050.000.0C | Rp. 29.224.472.000.00
7. Sektor Pertambangan dan Energi. i Rp. 237.417.000.00 | Rp. 378.764.000.00
8. | Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah. | Rp. 628.750.000.00 | Rp. 1.325.830.000.00
9. j Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman. | Rp. 1.010.868.000.00 | Rp. 1.742.488.000.00
10. ' Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Rp. 1.386.210.000.00 | Rp. 2.843.710.000.00
11.:Sektor Pendidikan. Kebudaynan Nasional ‘Rp. 4.578.486.000.00 | Rp. 7.433.218.000.00
I\epe rcayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. |
;  Pemuda dan Olah Raga.
12, ' Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejaiitera. [ Rp. 41.750.000.00 | Rp. 41.750.000.00
13.{ Sektor Kesehatan. Kesejahteraan Sosial i Rp. 5.834.805.000,00 | Rp. 6.900.075.000.00
t Peranan Wanita. Anak dan Remaja.
14.: Sektor Perumahan dan Pemukiman. : Rp. — Rp. =
15.iSektor A gan a. ' Rp. 1.676.323.000.00 | Rp. 2.420.304.000.00
16. l Sektor [lmu Pengetahuan dan Teknologi. ' Rp. 1.835.354.000,00 | Rp. 4.530.629.000.00
17.1Sektor Huk um, i Rp. 134.814.000,00 | Rp. 1254.844.000.00
18. | Sektor Apamtur Pemerintah dan Pengawasan. | Rp. 24,681.540.000.00 | Rp. 42.308.867.000.00
19. % Sektor Politik. Penerangan. Komunikasi dan | Rp. 587.896.000.00 | Rp. 1.223.896.000.00
i Media Masa. :
20.:Sektor Keamanan dan Ketertiban Unwum. ! Rp. 550.999.000.00 | Rp. 730.999.000.00
>.0.A. | Subsidi/Bantuan Pembangunan Kepada ; Rp. 200.000.000.00 | Rp. 200.000.000.00
‘Daerali Bawshan.
e e JUMLAH Rp. 281.985.139.000.00 | Rp. 415.163.427. 000.00

LAMPIRAN [ PERATURAN DAERAH

Jambi,
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